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ABSTRAK

Beredarnya telepon seluler bergaransi tidak resmi yang dijual oleh pelaku usaha perdagangan ponsel di pasaran membawa dampak kerugian kepada bagi konsumen yang membelinya, seperti kualitas barang tidak sesuai standar, barang yang tidak baru, garansi dan layanan purna jual tidak bagus, tidak ada label dan panduan bahasa Indonesia. Berkaitan dengan masalah hak-hak konsumen atas barang yang dibelinya maka konsumen telepon seluler tidak resmi yang dirugikan pelaku usaha ini harus mendapatkan tanggung jawab dari pelaku usaha dan perlindungan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut, dimana data-data mengenai permasalahan yang timbul oleh penjualan dan pembelian telepon seluler tidak resmi, baik yang dialami oleh konsumen maupun pelaku usaha (penjual) didapatkan dari berbagai sumber yang kompeten dianalisis dengan metode normative kualitatif dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Teori yang dipakai untuk mengkaji atau menganalisis adalah teori product liability atau tanggung jawab produk dengan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini adalah, berdasarkan teori product liability dan strict liability pelaku usaha yang menjual barang dan menimbulkan kerugian bagi konsumen wajib memberikan ganti rugi, dan bila tidak mendapat ganti rugi atau ganti rugi tersebut belum memuaskan konsumen, maka konsumen mendapat perlindungan hukum melalui upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan.
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ABSTRACT
The circulation of unofficial warranty cellular phones sold by mobile phone sellers in the market causes damages on consumers who buy them, such as the quality of the goods is not up to standard, the goods are not new, the warranty and after-sales service are not good, no labels and Indonesian language guides. Related with the issue of consumer rights to the goods they buy, consumers of unofficial warranty cellular phones who are harmed by these business actors must receive liability from business actors and legal protection.
The research method used is as follows, data regarding the problems that arise from the sale and purchase of unofficial cellular phones, both experienced by consumers and business actors (sellers) are obtained from various competent sources and analyzed by qualitative normative methods in the form of logical and systematic descriptions. The theory used to study or analyze the problem is the theory of product liability or product responsibility with the principle of strict liability or absolute responsibility, with applicable laws and regulations.
The results of this research are, based on the theory of product liability and strict liability, business actors who sell goods that cause damages to consumers are obliged to provide compensation, and if they do not receive compensation or the compensation has not satisfied consumers, then consumers get legal protection through dispute resolution efforts either through litigation or non litigation.
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